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WALIKOTA PALOPO 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR: 51 TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA 

TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA KOTA PALOPO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Kata Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu 
mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kata Palopo yang 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo. 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kata Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 













Paragraf 2 

Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian 

Pasal 6 

(1) Sub Bagi.an Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; 

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok: 
melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan 
administrasi Kepegawaian dan Aset. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tu gas; 

b. mendstribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; 
d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau 

menandatangani naskah dinas; 
e. melaksanakan rencana kegiatan; 
f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik 

daerah / negara; 
g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
h. melaksanakan urusan kepegawaian; 
i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; 
j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan 

pengelolaan informasi publik; 
k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta 

ketatalaksanaan; 
1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan 

penjadwalan serta pemusnahan arsip; 
m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan 

aset; 
n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran 

pertimbangan kepada atasan; 
o. menilai prestasi kerja bawahan; dan 
p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 3 

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris; 
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(2) Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tu.gas pokok : 
melaksanakan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana; 

(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Bidang Keluarga Berencana, mempunyai Fungsf : 

a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana; 
b. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang 

keluarga berencana; 
c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 

pendistribusian alat, obat dan kontrasepsi (alokon); 
d. pelaksanaan pelayanan KB dan pembinaan kesertaan ber KB; 
e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang, keluarga 

berencana; 
f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga 

berencana. 

(4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Keluarga berencana mempunyai 
Rincian Tu.gas : 
a. memahami Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan lainnya 

yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 
b. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang 

Keluarga Berencana; 
c. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan 

bulanan bidang Keluarga Berencana sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

d. memeriksa dan mengevaluasi basil pelaksanaan tugas bawahan agar 
sesuai dengan yang direncanakan; 

e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi 
dengan Pemerintah Kota dan Dinas lainnya, organisasi/masyarakat; 

f. melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di 
bidang Keluarga Berencana; 

g. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan 
pendistribusian alat, obat dan kontrasepsi (alokon); 

h. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengalihan tugas lingkup 
bidang Keluarga Berencana; 

i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga 
berencana; 

j. membuat laporan basil kegiatan Bidang Keluarga Berencana serta 
memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan 
dalam penentuan kebijakan; 

k. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan 
kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi basil kerjanya; 

1. menilai prestasi kerja bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala 

Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Paragraf 3 

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia 
Pasal 18 

( 1) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Bali ta, Anak dan Lansia dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada 
Kepala Bidang; 

(2) Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, anak dan lansia 
mempunyai Tu.gas Pokok menyiapkan bahan pembinaan, 
pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, 
prosedur dan kriteria serta pembinaan ketahanan keluarga balita, anak 
dan lansia; 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia 
mempunyai Rincian Tu.gas: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman teknis di Seksi Bina Ketahanan 
Keluarga Balita, Anak dan Lansia; 

b. menyusun rencana kerja pada Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, 
Anak dan lansia; 

c. menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun konsep kebijakan dan 
strategi pelaksanaan pengendalian program pembinaan ketahanan 
keluarga balita, Anak; 

d. melakukan upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi 
pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan 
keluarga balita, anak dan Lansia ; 

e. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis 
terkait dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas keluarga Balita , 
Anak, dan Lansia; 

f. melakukan identifikasi, analisis terhadap kondisi ketahanan keluarga 
Balita, Anak dan lansia; 

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan kegiatan 
bina BKB, Anak dan Lansia; 

h. melaksanakan pemetaan pengelolaan kelompok BKB, Anak & Lansia; 
i. melaksanakan program keterpaduan pelaksanaan Bina Keluarga 

Balita, Anak & Lansia; 
j. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 

serta mengevaluasi hasil kerjanya; 
k. membuat laporan kegiatan dan memberi saran kepada pimpinan 

untuk menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan. 
1. menilai prestasi kerja bawahan; dan 
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala 

Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
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• 

BAB VIII 

PENUTUP 

Pasal 28 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 

Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Palopo dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 29 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Palopo 

pada Tanggal : 2 Desember 2016 

Diundangkan di Palopo 
pada tanggal: 2 Desember 2016 

ARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

H. J UDDIN 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2016 
NOMOR 51 
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